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BUPATI KLUNCKUNG
PROVINSI tsALI

KET}UTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 194 I lz 1HK/2A23

TBNTANG

PENGBLOI-A I"EYANA}I INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LIN*KUNGAN
PEMf, fiINTAH K,qtsUPATBN KLUNGKUNT}

BUPATI KLUN$XUNG,

Menimbang a. bahwa untuk mrnsoptimalkan layanan informasi publik
dan meningkatkan pengelatraan dan pelayanan
inforrnasidi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk
me*ghasilkan layanan informasi yang berkualitas dalam
rangka pelayanan cepat, tepat dan sederhana, perlu
men*njuk Pengelola Layanan Infarmasi dan Ookumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

h. bahwa Keputusan Bupati $omor 74/ n/frK/ZOZZ tentang
Peagelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung
sudeh tidak sesuai cler:gan kondisi dan kebutuhan saat
ini s*hingga periu diganti;

c. hahwa berdasarkan pefiimhang*n sebagaimana
dim*ksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Kep*tusan Bupati tentasrg Pengelola Latranan infbrmasi
dan Dokume*tasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klungkung;

1. Undang-Undang Nornqrr 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daer*h-daerah Tingkat I Bali, Nusa ?enggara Barat dan
Nus*. ?enggara Timur {Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tasrtbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 16551;

2. Undnng-Undang NomCIr l1 Tahun 2OO8 tentang Informasi
dan Transaksi Elektrsnik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 5S, Tarnbahan Lembararn
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
201ti tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 I
Ta}un 2008 tentang Infcnnasi dan ?ransaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5952);
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3. Undang-Undang Nomor 14 ?ahun ZOA9 tentang
Keterbukaan Inforrnasi pubrik {Lembaran Negara Republif
Ind*nesia Tahun too8 Nomor 61, Tambahan l,embaran
Negara Republik indonesia Nomor aga6|;

4 - undang-undang Nornar zs ?ahun zoog tentang
Pel*yanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesif
Tahun 2oog Nomor 112, Tarnua*an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr SOBSI;

5. Unrtang-Undang Nomor ZZ Tahun ZAL4 tentang
Perreerintahan Daerah {l,embaran Negara Repubfi[
Iad*nesia Tahun 2ar4 Nomor t44, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indanesia Ncmor ssSz} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan *ndang-
Undang Nomor 6 ?ahun ZA23 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang {krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O?3 Nomor 41, Tambaha:r lcmbaran Negara Republik
Ind*nesia Nomor 6856);

6. Peratur*n Pemerintah Nonrcr 6l Tahun ZArc tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Norcor 14 Tahun ZOOS
trntang Keterbukaan Informasi publik {l,ernbaran Negara
Republik Indanesia Tahun 2010 lrlomcr 9g, Tambahan
lnn:baran Negara Republik Indonesia Nornor S1a9);

7. Per*turan Pemerintah Nomor LB Tahr.ln 2*16 tentang
Per+rngkat Daerah {Lerntraran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OL6 Nomor 114, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia N*mor 58S7) sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor T2 Tahun
20lg tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nom*r 18 Tahun 2016 tentang Perargkat IJaerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun gO lg Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
I{omor 6aB4;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2OtT
tentang Pedoman Pengetralaan Pelayanan Informasi dan
Dakumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pesrerintahan Daerah {Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun z*lV Nomar 15?I;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Inforruatjka Republik
Ind.*nesia Nomor 8 Tahun 2S19 tentang Pen3,elenggaraan
Urusan Pemerintahan Kcnkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2A19 Nomor LA2$;

10. Pernturan Komisi Informasi Republik indonesia Nomor 1

Tahun 2018 tentang Standar Layanan Inf<rrmasi publik
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18
Nomor 1899);

11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1

?ahun 2O21 tentang Standar Layanan informasi publik
lFterifa J\fecrrrtr llerrrrhlitr trrrr{nrrpeia Ta}rrrr.r ?{"tr} f t\Inmnr^
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741, Tambahan l"embaran Berita Negara Republik
Indsnesia Nomor 3?|;

12. Peraturan Daerah Nornor g Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan susunan perangkat Daerah {LembaraiBaerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nosror 6i sebagaimana telah diubah beberapJ ka{
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor g rahun zazT
tentang Perubaha*, Ketiga Atas peraturan Daerah Nomor9 ?ahun Zaffi t*ntang pembentukan Dan susunan
Perangkat Daerah ilembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2fr22 Nornor g, Tamba.han t emb arwr
Daerah Kabupaten Klungkung Nornor g);

13. Peraturan Bupati Nomor To rahun z*zl tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi sertl
Tata Kerja Perangkat Daerah {Berita Daera}r Kabupaten
Klungkung Tahun ?sg I Nomor ?T) sebagaimana telah
diuhah beberapa kali, terakhir deagan peraturan Bupati
Nor*or 48 Tahu n z$12 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nsmor Ta rahun z*21 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah {Berita Daerah Katrupaten
Klungkung Tahun }fiZZ Nornor 48);

MEMUTUSKAN :

; Menetapkan Fengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

: Pengeiola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Femerintah Kabupaten Klungkung sebagairnana dimaksud
dalam i"liktum Kesatu yang terdiri atas Atasaa pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi {ppID}, ppID, pplD
Pelaksana, Tim Pertirnbanga.n dan petugas pelayanan
Informasi dengan susunan keanggotaan sebagairnana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pengelola Layanan Inforrnasi dan Dokumentasi {PLID}
sebagaimana dimaksud dalam Oiktunn Kesatu mempunyai
tanggungfawab;

a. mela;;ani permintaan infarmasi Llaik $€cara tertulis
maupun $ecara online;

b. rnenjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan riokumentasi bagr pemohon inforrnasi secara cepat,
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
layanan prima;

c. ffiensumpulkaa, mengaiah dan mengompilasi bahan dan
data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

d. Atasan PPID bertanggungiawab rnembangun dan
mengernbangkan sistem layanar Inforrnasi ftrblik yang



KEEMPAT

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan pelayanan Inforr"nasi publik,
men3-elesaikan keberatan atas perrnintaan Informasi
Publik, serta mewakili Badan publik dalam har te{adi
sengketa informasi;

e. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasipublik yang rneliputi proses penyimpanan,
pendokumentasian, peayediaan dan pelayanan Infarmasi
Publik di Badan Fublik;

f. PPID Pelaksana bertanggungiawab membantu
pelaksa*aan laya:ran Informasi publik yang rneliputi
pros*s penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pela;,"anan Inforrnasi Fublik di masing*masing unit
kerja/satuan kerjalunit organisasilorganisasi perangkat
daerah/ sebu tan lainnya;

g. Tim Pertirnbangan berta-*ggungjawab membantu
merumuskan pertimbangan tertulis, Ilaftar Informasi
publik, dan Informasi yefiS dikecualikan;

h. Petugas Pelayanan Inforrnasi Publik bertanggungiawab
n:enyiapkan kebutuhan PPID dala"m proses penyimpanan,
pend*kumentasian, penyediaan dan pelryanan Informasi
Publik; dan

i. bertanggungiawab dan melaporkan hasil peiaksanaan
kegiatannya kepada Bupati,

Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. tugas Atasan PPID rneliputi:

1. menunjuk PPID dan PPiD Pelaksana;
2. menyusun aratr kebijakan layanan lnformasi fublik di

E[adan Fublik;
3. rnenyelesaikan keberatan atas Perrnintaan Informasi

Publik;
4. mewakili Badan Puhlik di dalam proses penvelesaian

*engketa di Komisi Iaformasi dan/atau di Pengadilan;
d**n

5. melakukan pemtrinaan, pengawasan' evaluasi, dan
mcnitoring ata.s peiaksanaan kebijakaa Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID dan FPID Pelaksana.

b. wewenang Atasan PPtrD meliputi:
1. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pclaksana;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Pubiik di

Badan Publik;
3. rnemberikan tanggapan atas keberatan yang dia,iukan

oleh Pemohon Informasi Pubtrik unfuk ditindaklanjuti
oleh PPID;

4. menurUuk PPID untuk merrakili Badan trublik di dalam
prose$ penyeiesaian sengketa di Komisi trnformasi
danlatau di Pengadilan; dan

5. menetapkan strategi dan metode pembinaan,
prngawasein, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan trnformasi Publik yang dilakukan

:H_r3^,:.:Yr:T?: Pejabat Fungsional dan/atau



KELIMA PPID setragaimana dimaksud dalam Diktun: Kedua
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. tugas PPID meliputi:

1. menyusun dan meiaksanakan kebijakan layanan
Inforrnasi Publik;

2. menJru$un lapcran pelaksanaan kebljakan layanan
informasi Publik;

3. mengeordinasikan dan mfngonsofidasikan proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Inlbrmasi trublik;

4- meagoordinasikan dan rnengonsolidasikan
pengumpulan dokumen Informasi fublik dari ppID
Felaksana dan/atau Petugas pelayanan Inforrnasi di
Badan Publik;

5. melakukan verif?kasi dokumen Informasi pxblik;
6. rnenentukan Informasi Publik yang dapat diakses

pubtrik dan layak unt*k rlipublikasikan;
7. rnelakukan pngujian tentang k$nsekuensi atas

Icforrnasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan* pemeliharaan, dan

pemutakhiran Daftar Infarrnasi publik;
9. menyedi;akan Inforrnasi ftrblik $ecara efektif dan

efisien agar mr"ldah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pernbinaan, pengawa$arl, evaluasi, dan

rnonitoring atas pelaksanaan keb{jakan teknis
Inforrnasi fublik yang diiakukan oleh ppID pelaksana
dan/atau Petugas Pelaya:ran Infarmasi.

b. wewenang PPID metiputi:
1. menetapkan kebijakan layanan Inf<rrmasi publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan

Inforrnasi Publik;
3. n:elaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara

berkala dzur/atau sesuai dengan kebutuhan dalam' melakm.nakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau

Fetugas Pelayan*.a trn{brmasi dalani melaksanakan
pelayanan Informasi Fublik;

5. menetapkan dan memutuskan suatu Infarrnasi publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Inforrnasi publik
yffng akan rdikecualikann dengan persetujuan Atasan
PPID;

5. rnenolak Permintaa:r Infarmasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan $ecara tertulis apabila
Informasi Publik yang dirnohon termasuk Informasi
y{mg dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan
Atasan PPID;

7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau petugas
Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola,
memelihara, dan,/atau memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; da:r
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8. menetapkan $trategi dan metod.e pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan rnonitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis informasi puniil< yang
dilaj<ukan oleh ppID peiaksana danlatau eetuga;
Pelayanan informasi.

FPID Pelaksana sebagaiffrana dimaksud datam Diktum Kedua
mempufiyai tugas dan qreweneilg sebagai brrikut:
a" tugas PPID Felaksana rneliputi:

1. rnembantu PPID melaksana-kan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya;

2, melaksanakan kebijakan teknis layanan Inf*rmasi
Publik yang telah ditetapkan ppID;

3. mengonsolidasikan pro$e$ penyirnpanan,
pendokumentasian, penyediaan {tan pelayanan
I*formasi Publik;

4. nnengumpulkan dokurnen lnfarmasi publik dari
Petugas Pelayanan Informasi di Badan publik;

5- membantu PPID meiakukan verilikasi dokumen
Informasi Publik;

6. membantu mernbuat, rnengelotra, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informasi publik; dan

7. rnenjamin keternndiaan dan akselerasi layanan
Infarmasi fublik agar mudatr diakses aleh publik.

b. wewrnang PPID Pelaksana rneliputi:
1". rneminta dokumen Infcrmasi publik dari petugas

Pelayanan k:{irrnasi di Badan publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan

Infcrrnasi di Badan pubtik dalam melaksanakan
p*layanan Infarrm.asi Fublik; dan

3. rnenugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk
menyiapkan dokumen untuk rnembantu ppID datam
rnelaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi' Publik yans akan dikecualikax atau pernbuatan
pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi
Publik dikecualikan atau permintaan Informasi pubuk
ditclak.

Ilalar& rnelaksanakan tuga$ dan wewfrlang sebagaimana
dirnaksud dalam Diktum Keempat, Atasan ppID
bertang4ungiawab kepada Bupati Kiungkung rneialui
Sekretaris Daerah Kabupaten Kh.lngkung.

$jgata biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Ilaerah Kabupaten Klungkung.

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati ?t{omor T4lt?lWYlz*zz tentang pengelola Layanan
Inforrna*i dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah
Daerah Kabupaten Kiungkung dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



KESEPULUH : Keputusan Bupati iai rnulai bertaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 22 Mei Z02S

G,

Gutremur Bati di1

2
J
/l-?

Ketua IIPRD Kabupaten Klungkung di $emarapura.
Para Kepala tr)rrangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
Yang bersangkutan untuk dilaksenakaJ: penuh t rrsgu"gia**1.



I,AMPIRAN : KINPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 194 / 12/HK/2A23
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DT LINGKUNGAN PEMEzuNTAH KAEIUPATEN
K].UNGKUNG

Susunan Pengelola Layanan tnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klungkung

NO. ,}.qBATAN DALAM KEDINASAN .IABATAN
1 Bupati Klungkung Pernbina I

Wakil Bupati Klungkung Pembina II

Sekretari;s Daerah Kabupaten Klungkung Pengarah selaku
Atasan PPID

4 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Kluagkung

Tim Pertimbangan

5 Asisten Perekonornian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Tim Pertimbangan

6 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupatcn Klungkung-

Tim Pertimbangan

7 Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung

Tim Pertimbangan

8 Kepala }Sagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Klungkung

Tim Pertirnbangan

I Kepala llinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klungkung

PPID

10 Para Sekretaris Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung

PPID Pelaksana

1l Para Kepa-la Bagissl di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Klungkung

PPID Pelaksana

t2 I Gusti Putu Widiyasa, S.H. {pranata
Hubunganr Masyarakat Ahli Muda pada Bagran
Biaa Program Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Klungkung)

PPID Pelaksana

13 Kepaia tragran Administrasi dan Keuangan
Perumda Panca Mahottama Kabupaten
Klungkung

PPID Pelaksana

1.4 Sekretaris Lurah se-Kabupaten lflungkung

Sekretaris Desa se-Kabupaten Klungkung

PPID Pelaksana

15 PPID Pelaksana

16 Kepala llidang Komunikasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Klungkung

Petugas Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi
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t7 tda Bagus Gede Agung Darmila, S.Kom.,
M,Kom- {}kanata }Inbungan Masyarakat Atrli
Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klungknng)

Staf Petugas
Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi
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